PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR :188.5/47 / Kep / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN DEKLARASI DESA LAYAK ANAK

Menimbang :

Mengingat

DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

bahwa untuk meningkatkan pengetahuan tugas dan Funsi
dari Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
( PATBM );

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel
Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan
Deklarasi Desa Layak Anak Desa Dauh Puri Kauh Tahun
2021;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321 );



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );

10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02
Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak
Anak;

11.Peraturan Pemerintah dalam Negeri 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

13.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2019 Nomor 10 );

14.Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019
tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh
Tahun 2019 Nomor 22 );

15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
( RPdJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh
Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Pelaksanaan Sosialisasi dan Deklarasi Desa Layak Anak
Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan
September 2021.

Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi dan Deklarasi Desa
Layak Anak Dauh Puri Kauh Tahun 2021 adalah sebagai
berikut :

1. Tresna Yasa, S.Pt

2. Norma Arindri Dangkua

Kepada Narasumber diberikan honor sebesar Rp. 300.000,-

sebanyak 2 orang

Kepada peserta akan diberikan alat tulis berupa pulpen

dan note book masing-masing sebanyak 1 (satu) buah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan

Belanja Desa Dauh Puri KauhTahun 2021

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di: Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 2 September 2021

—
¢!

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

4. Arsip.



